
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR~O TAHUN2018

TENTANG

KEBIJAKANDANSTRATEGIPENGELOLAANSAMPAHRUMAHTANGGA

DANSAMPAHSEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGA

DIKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5}
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga, perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.10jMENLHKjSETJENjPLB.Oj4j2018 tentang Pedoman

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 734);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Nomor 20);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor

17 Tahun 2017 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH

SEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGADI KABUPATENTANJUNG

JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adaIah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari
hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga

yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

7. Sumber Sampah adalah asaI timbulan sampah.

8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga tingkat daerah Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.



BABII

ARAHJAKSTRADA

BagianKesatu

Umum

Pasa12

(1)Jakstrada memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2)Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
periodewaktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

BagianKedua

Arah Kebijakandalam Pengurangan dan Penanganan

Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga

Pasal3

(1)Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasa12 ayat (1)huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

(2)Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;dan / atau



c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga.

(3)Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal4

(1)Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sarna an tara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam

penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya

manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui kornunikasi, informasi, dan
edukasi;



g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban

produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2)Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sarna antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam

penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya

manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan

edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan

pemeliharaan;

h. penguatan penegakan hukum;

1. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan
Pemerintah Daerah;

J. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tanggayang ramah lingkungan dan tepat guna;
dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.



Pasal5

(1)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun
2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun
2025.

(2)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tanggadan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5
dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

PENYELENGGARAANJAKSTRADA

BagianKesatu

Umum

Pasal 7

(1)Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.



(2)Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain

berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada
Provinsi.

BagianKedua

PenyelengaraanJakstrada

Pasa18

(1) Dalam penyelenggaraanJakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya
bertugas untuk:

a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan
Jakstrada;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling
sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tanggasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pencapaian Jakstrada merupakan tanggung jawab bersama antara

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah

Provinsi,dan Pemerintah Pusat dengan peran masing-masing sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan
dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
RumahTanggadi daerah.

(2)Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah SejenisSampah Rumah Tanggaper kapita;



b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber

Sampah.

(3)Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan

indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

untuk menjadi bahan baku danj atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber
energi; dan

f. besaran penurunan jumIah Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tanggayang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

(5)Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
b. identifikasidan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6)Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.



BABIV

PENDANAAN

Pasall0

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~

LAH DITEUTIKEBENARANIYA
bagK_ DIIPtnmdllll' Undupa
•

BABV

KETENTUANPENUTUP

MOH . IDRIS, SH.,MH Pasal 11
PCI bina TK 1IIV/bl

r,.,p, 1 t:AAitu~lWflati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNY A
Kabid Pengelolaan KepalaDinas

Sampah dan Limbah B3 Ungkungan Hidup

0{~ '(
ALFAJRI, ST, ME GUSTINWAHYUDI, S.STP

NIP. 19850530 200903 1 003 NIP. 19790806199912 1001

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal Or.tTQe,~ 2018

cBUPATr TA J G JABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ,_"OLLTOf>e-(( 2018

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
"C~

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2018
NOMOR.(,O



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR (00 TAHUN
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAHTANGGADAN SAMPAHSEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGA
DI KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

TARGETPENGURANGANDAN PENANGANANSAMPAHRUMAHTANGGA
DAN SAMPAHSEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGAKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanjung Jabung Timur
INDIKATOR TAI-IUN

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Potensi Timbulan Sampah Rurnah
rranggadan Sampah Sejenis Sampah 39.847 40.126 40.407 40..690 40.975 41.262 41.550 41.841Rumah Tanggadalam Jakstrada
l/tonLtahun)
rrarget Pengurangan Sampah Rumah
rranggadan Sampah Sejenis Sampah 18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30%
Rumah Tanggadalam Jakstrada
h'arget pengurangan sampah Rumah (18%x P) (20%x P) (22%x P) (24%x P) (26%x P) (27%x P) (28%x P) (30%x P)
rranggadan Sampah Sejenis Sampah (18%x (20%x (22%x (24%x (26% x (27%x (28%x (30%x
Rumah Tangga tingkat Kabupaten 39.847 = 40.126 = 40.407 = 40.690 = 40.975 =; 41.262 = 41.550 = 41.841 =

7.173) 8.025) 8.890) 9.766) 10.653) 11.141) 11.634) 12.552)
Keterangan: P = potensi timbulan sampah (torr/tahun},



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rurnah Tangga Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (torr/tahun).

INDIKATOR TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Potensi Timbulan Sampah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 39.847 40.126 40.407 40.690 40.975 41.262 41.550 41.841Sampah Rumah Tangga dalam
lJakstranas (tonLtahun)
rrarget Penanganan Sampah Rumah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah 73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70%
Rumah Tangga dalam Jakstranas
rrarget penanganan sampah Rumah 73% x (P) 80% x (P) 75% x (P) 74% x (P) 73% x (P) 72% x (P) 71% x (P) 70% x (P)
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (73% x (80% x (75% x (74% x (73% x (72% x (71% x (70% x
Rumah Tangga tingkat Provinsi dan 39.847 = 40.126 = 40.407 = 40.690 == 40.975 = 41.262 = 41.550 = 41.841 =
Kabupaten/ Kota 29.088) 32.101) 30.305) 30.111) 29.912) 29.708) 29.501) 29.289)

SAPRIL,S.IP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

H. ROMIHARYANTQ
TFLAHOn'EUTl KEBENARANNYA

\1!~HDlTEUTIIEBENARANNYA
~ IIUam Dan Penmdaq· Undanpn

MOHD RIB,8R.,MH
Pea ... TIl I flV/bl

NIP. 197.323208212 1 004



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR GO TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PROGRAMKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJEN1SSAMPAH RUMAHTANGGA
01 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM TAHUN 2018 - 2025

Melaksanakan 1) Penyusunan dan kaji ulang
standar atau kriteria teknologi ramah
ingkungan yang tepat guna (best
racticable technology) dalam
engurangan Sampah Rumah Tangga
an Sampah Sejenis Sampah Rumah
angga

engurangan
Sampah Rumah
angga dan

Sampah Sejenis
Sampah Rumah

2) Penyusunan dan kaji ulang
standar sarana dan prasarana
engurangan Sampah Rumah Tangga
an Sampah Sejenis Sampah Rumah
an a, meli outi:
) Pembatasan timbulan Sampah
umah Tangga dan Sampah Sejenis
ampah Rumah Tangga

Dokumeri/
tahun

1

1. Pemerintah
Provinsi : Dinas

ementerian Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup an Peru mahan
an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

adan Penelitian
an Pengembangan

Daerah.

1. Pemerintah 1. Pemerintah
Pusat : Provinsi : Dinas
Kementerian Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup an Perumahan
an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabu aten: Badan



TAHUN SEKTOR l,JTAMA SEKTOR
NO. KEBIJAKAN STRATEOI PROGRAM SATUAN PENDUKUNG

2018 2019 ~Q2C 2q21 2022 2023 ~O24 20251--- .

Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah lPembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuanzan Daerah,

b) Pendauran ulang Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Tangga dan Sampah Sejenis tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Sampah Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup dan Perumahan
jdan Kehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
lLingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
lKabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup lKeuangan Daerah.

Ie) Pemanfaatan Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - l. Pemerintah 1. Pemerintah
~angga dan Sampah Sejenis Sampah tahun IPusat: Provinsi : Dinas
lRumah Tangga lKementeria,n Pekerjaan Umurn

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
dan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

13) Penyusunan dan kaji ulang
standar prosedur operasional
iPengurangan Sampah Rumah Tangga
IctanSampah Sejenis Sampah Rumah
~angga, meliputi:
Ia) Pembatasan timbulan Sampah Dokumen/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Sampah Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
dan Kehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
~. Pemerintah Pembanzunan



TAHUN SEKTOR l,JTAMA SEKTOR
NO. KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN PENDUKUNG

X["l~' ,I' ,"".f· ,I' '., :2018 .2019 ,2020 2021 2022 2023 2024 2925 ,'';

Daerah, Badan !I
! •• -

iKabupaten : Dinas
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah'l

b) Pendauran ulang Sampah Rumah Dokumenj - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah II
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat : Provinsi : Dinas
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup dan Perumahan II
dan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah.

c) Pemanfaatan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas II
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

IILingkungan Hidup dan Perumahan
dan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan

II3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten: Dinas Daerah, Badan "
Lingkungan Hidu_j)Keuangan Daerah.

14) Penetapan sistem pemantauan dan
evaluasi kegiatan pengurangan
~ampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga,

IImeliputi:

~) Pembatasan timbulan Sampah Dokumen / - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
~umah Tangga dan Sampah Sejenis tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Sampah Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

IILingkungan Hidup dan Perumahan
dan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan

~
3. Pemerintah Pembangunan

. Kabupaten: Dinas Daerah, Badan
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Lingkungan Bidup Keuangan Daerah.
[b) Pendauran ulang Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
iRuma.h Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
~an Kehutanan. iRakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
~. Pemerintah ~embangunan
Kabupaten: Dinas lDaerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah.

~)Pemanfaatan Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup Idan Peru mahan
Idan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
~abupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup !Keuangan Daerah.

b. Penguatan 1) Penyusunan keputusan bersama,
koordinasi dan lPeraturan bersama, atau kerja sarna
kerja sarna Idalam:
antara ~) Pembatasan timbulan, pendauran Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Pemerintah Pusat IUlang, dan pemanfaatan kembali tahun Pusat: Provinsi : Dinas
dengan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Kementerian Pekerjaan Umum
Pemerintah Sejenis Sampah Rumah Tangga rr-ingkungan Hidup dan Perumahan
Daerah Idan Kehutanan. Rakyat.

2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
rr-ingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten: Dinas Daerah, Badan
lLingkungan HiduE Keuangan Daerah.
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c. Penguatan 1)Penguatan konsultasi dan Pertemuan/ 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
kornitmen koordinasi antara : tahun Hidup Kabupaten : Dewan
embaga • eksekutif dan legislatif daerah Perwakilan Rakyat
eksekutif dan • eksekutif daerah dan eksekutif jRepublik
egislatif diepusat pusat ~ndonesia,
klan daerah • legislatif daerah dan legislatif Kementerian
dalam pusat Lingkungan Hidup
penyediaan !danKehutanan,
anggaran Kementerian
pengurangan !pekerjaanUrnum
Sampah Rumah !danPerumahan
Tangga dan Rakyat.
Sampah Sejenis 2.Pemerintah
Sarnpah Rumah Kabupaten: Dewan
Tangga Perwakilan Rakyat

Daerah, Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas Pekerjaan
tumum dan Tata
Ruang, Dinas
1Perumahandan
Kawasan
Pemukiman

kL Peningkatan a) Advokasi, bimbingan teknis, Kegiatarr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 loinas Lingkungan lPemerintah pusat
ikapasitas pelatihan, sosialisasi kepada tahun Hidup Kabupaten : Kernenterian
ikepemimpinan, instansi Pemerintah Lingkungan Hidup
ikelembagaan, !danKehutanan,
klan sumber daya iKementerian
manusia dalam !peketjaan Umum
upaya klan Perumahan
pengurangan Rakyat.
Sampah Rumah I2.Pemerintah
Tangga dan Kabupaten : Tim
Sampah Sejenis lPenggerak
Sarnpah Rumah Pembinaan
rrangga Kesejahteraan

Keluarga, Dinas
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Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah

b)Advokasi, bimbingan teknis, kegiatan/ 3 3 3 3 3 3 3 3 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
pe1atihan, sosialisasi kepada tahun lHidupKabupaten : Kementeria,n
masyarakat Lingkungan Hidup

IdanKehutanan,
Kementerian
~ekeIjaan Umum
~an Perumahan
Rakyat.
2.Pemerintah
Kabupaten : Tim
Penggerak
iPembinaan
Kesejahteraan
Keluarga, Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Paerah, Badan
~euangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
!MasyarakatDesa,
Ioinas
lPerindustrian dan
Perdagangan

c) Pembentukan bank sampah Unit/ 1 1 1 1 1 1 1 1 lDinasLingkungan LPemerintah
kecamatan Hidup Kabupaten Kabupaten : Tim

Penggerak
iPembinaan
Kesejahteraan
~eluarga, Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
paerah, Badan
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KeUangan
Daerah.Dinas
IPemberdayafUl
Masyarakat Desa,
Camat, lurah,
Ikepaladesa.

~. Pembentuk- Pembentukan basis data dan 1 kegiatan - - - - - - 1 - lDinas Lingkungan 1.Pemerintah pusat
jan sistem pemetaan sistem pengelolaan lHidupKabupaten : Kementeriannformasi persampahan kabupaten yang Lingkungan Hidup

terintegrasi dengan dokumen iclanKehutanan,
informasi kinerja pengelolaan lKementerian
lingkungan hidup kabupaten lPekerjaanUrnum

IdanPerumahan
Rakyat.
2.Pemerintah
lJ>rovinsi: Dinas
lLingkunganHidup,
Dinas Pekerjaan
iUmumdan
lPerumahan Rakyat
3.Pemerintah
Kabupaten : Badan
lPerencanaan dan
IPembangunm
paerah, Badan
lKeuanganDaerah,
Dinas
Pemberdayaan
lMasyarakat Desa,
Dinas
Perindustrian dan
lPerdagangan,
Camat
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,re, "r: Penguatan a) pengembangan kegiatan Kegiatari/ - - 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat

Iketerlibatan pendauran ulang dan pemanfaatan tahun Hidup Kabupaten : Kementerian
Imasyarakat kembali sampah rumah tangga dan Lingkungan Hidup
lmelalui sampah sejenis sampah rumah dan Kehutanan,
ikomunikasi, tangga skala rumah tangga dan Kementerian
~nformasi, dan skala permukiman berbasis Pekerjaan Urnum
edukasi (KIE) masyarakat dan Peru mahan

Rakyat.
~.Pemerintah
Kabupaten : Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
~euangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah,
iKepala Desa

b) Pengembangan Kegiatan Kegiatarr/ - - 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
pendauran ulang dan pemanfaatan tahun Hidup Kabupaten : Kementerian
kembali Sampah Rumah Tangga Lingkungan Hidup
dan Sampah Sejenis Sampah !dan Kehutanan,
Rumah Tangga skala rumah 2.Pemerintah
tangga dan skala permukiman Kabupaten : Tim
berbasis kawasan Penggerak

Pembinaan
lKesejahteraan
iKeluarga, Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah,
KepalaDesa.

c) Edukasi antara lain melalui Kegiatarr/ - - 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
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pendidikan ekstrakurikuler, tahun iHidupKabupaten l.Pemerintah
perpustakaan berjalan, pelatihan [pusat:Kementerian
untuk PKK,kurikulum mata ~ingkungan Hidup
pelajaran, dan taman edukasi IdanKehutanan.

12.Pemerintah
~abupaten : Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
~euangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
tamat, Lurah,
KepalaDesa.

d) Pembentukan dan penerapan Kegiatarr/ - - 1 1 1 1 1 1 iDinasLing]rungan LPemerintah
sistem insentif untuk penanganan tahun Hidup Kabupaten [pusat:Kementerian
Sampah Rumah Tangga dan iLingkunganHidup
sampah Sejenis sampah Rumah !danKehutanan.
Tangga berbasis masyarakat 12.Pemerintah

Kabupaten: Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah,
iKepalaDesa,jg. Penerapan 1)Integrasi bank sampah menjadi tunit/t&hun - - - - - - - 1 LPemerintah l.Pemerintah

Idap tuKMlingkungan hidup untuk pusat: lPusat: Kementerian
pengembang- an mendapatkan KUR Ikementeri~ Lingkungan Hidup
sistem insentif ~ingkungan Hidup dan Kehutanan.
dan disintensif ~an Kehutanan. 2.Pemerintah
dalam 2.Pemerintah Kabupaten : Badan
[pengurangan iKabupaten;Dinas Perencanaan dan
Sampah Rumah Lingkungan Pembangunan
Tangga dan Hidup, Dinas Daerah, Badan
Sampah Seienis Koperasi. Keuangan Daerah,
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13.Dunia DinasSampah Rumah

Ifangga Perbankan Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah,
Kepala Desa.
I3.Duniausaha.

2) Penerapan sistem insentif untuk Produsenj - - - - - - 1 1 Dinas Lingkungan LPemerintah
produsen yang melaksanakan ~hun Hidup Kabupaten pusat: Kementerian
kewajiban dalam pengurangan Lingkungan Hidup
Sampah Rumah Tangga dan Sampah ~an Kehutanan,
Sejenis Sampah Rumah Tangga ~.Pemerintah

lKabupaten : Badan
Perencanaan dan
IPembangunan
Daerah, Badan
iKeuanganDaerah,
Dinas
lPerindustrian dan
Perdagangan13) Penerapan sistem disinsentif untuk Produserr/ - - - - - - 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah

IProdusenyang tidak melaksanakan ahun Hidup Kabupaten pusat: Kementerian
Ikewajibandalam pengurangan ILingkunganHidup
Sampah Rumah Tangga dan Sampah ~an Kehutanan,
Sejenis Sampah Rumah Tangga 2.Pemerintah

Kabupaten : Badan
Perencanaan dan
IPembangunan
lDaerah,Badan
Keuangan Daerah,
pinas
IPerindustrian dan
lPerdagangan
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14) Penerapan sistem insentif untuk Kelompok - - - - - - 1 1 Ioinas Lingkungan 1.Pemerintah
hipayapengurangan Sampah Rumah orang/ Bank iHidupKabupaten. lPusat: Kementerian
~angga dan Sampah Sejenis Sampah sampahj Lingkungan Hidup
lRumahTangga berbasis masyarakat ahun !danKehutanan.
lmelaluikegiatan pendauran ulang dan 12.Pemerintah
jpemanfaatan kembali Sarnpah Rumah Kabupaten : Badan
ri'anggadan Sampah Sejenis Sampah lPerencanaan dan
lRum~ Tangga Pembangunan

Daerah, Badan
lKeuanganDaerah,
Dinas
Perindustrian dan
Perdazanzan

is) Penerapan sistem insentif untuk lKawasanj Ioinas Lingkungan 1.Pemerintah
hrpayapengurangan Sampah Rumah tahun Hidup Kabupaten lPusat: Kementerian
~angga dan Sampah Sejenis Sampah Lingkungan Hidup
Rumah Tangga berbasis kawasan !danKehutanan,
melalui kegiatan pendauran ulang j2.Pemerintah
klanpemanfaatan kembali Sampah Kabupaten : Badan
lRumahTangga dan Sampah Sejenis Perencanaan dan
Sampah Rumah Tangga (beyond iPembangunan
compliance) Daerah, Badan

lKeuanganDaerah,
Dinas Perumahan
!danKawasan
Permukiman

lb.. Penguatan e) Pemberian insentif kepada Kegiatanj - - - - - - 1 1 Dinas Lingkungan LPemerintah
ikop:litmenpe1aku produsen yang memiliki komitmen tahun iHidupKabupaten lPusat: Kementerian
hisaha mela1ui dalam pengurangan sampah Lingkungan Hidup
iPenerapan rumah tangga dan sampah sejenis !danKehutanan.
ikewajiban rumah tangga ~.Pemerintah
IProdusendalam Kabupaten : Badan
pengurangan Perencanaan dan
Sampah Rumah Pembangunan
Tangga dan iDaerah,Badan
Sarnpah Sejenis Keuangan Daerah,
Sampah Rumah Dinas
~angga Perindustrian dan

Perdazanzan.
f) Penyusunan produk hukum Dokumen - - - - - - - 1 Vinas Lingkungan 1.Pemerintah
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mengenai kewajiban produsen Hidup Kabupaten. pusat: Kementerian
dalam pengurangan sampah Lingkungan Hidup
rumah tangga dan sampah sejenis !dan Kehutanan.
rumah tangga I2·Pemerintah

~abupaten: Dewan
lPerwakilan Rakyat
Daerah, Badan
lPerencanaan dan
lPembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan,
lBagian Hukum dan
Perundang-
tundangan
Sekretariat Daerah

2. Peningkatan a. Melaksanakan 1) Penyusunan peraturan perundang- Dokumen - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
kinerja norma, standar, lundangan mengenai pendanaan dan Pusat: lProvinsi : Dinas
penanganan prosedur, dan kompensasi pengelolaan Sampah Kementeria,n lPekeIjaan Umum
Sampah kriteria (NSPK) !Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Lingkungan Hidup !dan Peru mahan
Rumah dalam Sampah Rumah Tangga (tipping fee) dan Kehutanan. !Rakyat.
Tangga dan lPenanganan 2. Pemerintah 12. Pemerintah
Sampah Sampah Rumah Provinsi : Dinas ~abupaten : Badan
Sejenis trangga dan Lingkugan Hidup. lPerencanaan dan
Sampah lSampah Sejenis 3. Pemerintah Pembangunan
lRumah Sampah Rumah Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
trangga trangga Lingkungan Hidup ~euangan Daerah,

iBadan Penelitian
!dan Pengembangan
Daerah.

12) Penyusunan dan kaji ulang standar Dokumen - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
biaya penanganan Sampah Rumah Pusat : Provinsi : Dinas
~angga dan Sampah Sejenis Sampah Kementerian Pekerjaan Umum
!Rumah Tangga, meliputi pemilahan, Lingkungan Hidup ictanPerumahan
pengumpulan, pengangkutan, !dan Kehutanan. Rakyat.
pengolahan, dan pemrosesan akhir 2. Pemerintah 12. Pemerintah
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Provinsi : Dinas lKabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. lPerencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
IKabupaten: Dinas Daerah, Badan
ILingkunganHidup iKeuanganDaerah,

~adan Penelitian
~an Pengembangan
Daerah.P) Penyusunan kajian dan standar Dokumen - - - - 1 - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah

etribusi jasa pelayanan penanganan Pusat: lProvinsi: Dinas
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Kementerian IPekerjaanUmum
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ILingkunganHidup ~an Perumahan
meliputi pengangkutan, pengolahan, ~an Kehutanan. ~akyat.
klanpemrosesan akhir 2. Pemerintah 12. Pemerintah

Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah lPembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

lBadan Penelitian
~an Pengembangan
lDaerah.

14) Penyusunan dan kaji ulang standar lOokumen - - - - - - - 1 1. Pemerintah 1. Pemerintah
atau kriteria teknologi ramah iPusat: Provinsi : Dinas
ingkungan yang terbaik (best iKementerian Pekerjaan Umum
available technology)dalam ILingkunganHidup IdanPerumahan
jpenanganan Sampah Rumah Tangga klan Kehutanan. Rakyat.
IctanSampah Sejenis Sampah Rumah ~. Pemerintah 12. Pemerintah
trangga yang meliputi: pemilahan, Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
IPengumpulan, pengangkutan, ILingkuganHidup. Perencanaan dan
jPengolahan, dan pemrosesan akhir 3. Pemerintah Pembangunan

Kabupaten: Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

Badan Penelitian
dan Pengembangan
Daerah.

5) Penyusunan prosedur penanganan lOokumen - - - - - - - 1 1. Pemerintah 1. Pemerintah
dan pengujian Sampah Rumah iPusat: Provinsi : Dinas
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah lKementerian Pekerjaan Umum
Ruman Tangga terkontaminasi limbah Lingkungan Hidup klan Perumahan
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133dalam rangka penegakan hokum dan Kehutanan. Rakyat.

2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten: Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

Badan Penelitian
dan Pengembangan
Daerah.

6) Penyusunan dan kaji ulang standar
sarana dan prasarana penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga,
lmeliputi:
Ia) Pemilahan Sampah Rumah Tangga Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
klan Sampah Sejenis Sampah Rumah tahun IPusat: Provinsi : Dinas
~angga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup !dan Perumahan
!dan Kehutanan. !Rakyat.
2. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
lLingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
ILinJO!:kunganHidup Keuangan Daerah,

ib) Pengumpulan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun IPusat: Provinsi : Dinas
!Rumah Tangga lKementeria,n Pekerjaan Umum

lLingkungan Hidup klan Perumahan
[dan Kehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Linzkunzan Hidup Keuanzan Daerah,

Ie) Pengangkutan Sampah Rumah Dokurnerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
[rangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
~um~ Tangga Kementerian Pekerjaan Umum
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Lingkungan Hidup dan Peru mahan
Idan Kehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas ~abupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencenaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup ~euangan Daerah,

lei) Pengolahan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
~angga dan Sampah Sejenis Sampah tahun IPusat: Provinsi : Dinas
lRumah Tangga Kementerian IPekerjaan Umum

Lingkungan Hidup leianPerumahan
dan Kehutanan. ~akyat.
2.Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas iKabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3.Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuanzan Daerah.

e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: lProvinsi : Dinas
lRumah Tangga lKementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup !dan Perumahan
!dan Kehutanan. Rakyat.
2.Pemerintah 2. Pemerintah
IProvinsi : Dinas Kabupaten : Badan
lLingkugan Hidup. Perencanaan dan
3.Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuanzan Daerah.

t7) Penyusunan dan kaji ulang
IProsedur operasional standar
penanganan Sampah Rumah Tangga
leianSampah Sejenis Sampah Rurnah
rran~a, melinuti:
F;l) Pemilahan Sampah Rumah Tangga Dokumen / - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
~an Sampah Sejenis Sampah Rumah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
~angga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup dan Perumahan
klan Kehutanan. Rakvat.
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2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten: Dinas ~aerah, Badan
Linakunzan Hidup ~euangan Daerah,

b) Pengumpulan Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pernerintah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup klanPerumahan
!danKehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi: Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. iPerencanaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup lKeuanganDaerah.

Ie) Pengangkutan Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: iProvinsi: Dinas
iRumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup klanPerumahan
iclanKehutanan. lRakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
iProvinsi : Dinas Kabupaten: Badan
iLingkuganHidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas ~aerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah.

icl)Pengolahan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
trangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
iRumab Tangga Kementerian lPekeIjaanUmum

iLingkungan Hidup klan Perumahan
klanKehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten: Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
~. Pemerintah Pembangunan
~abupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah.

p) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Dokumeri/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah



TAHUN SEKTOR {,JTAMA SEKTOR
NO. KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM I{~t:SATUAN PENDUKUNG

j~ IL",:,! ;;,;1~i ,.., '{,' ;;~f; 20L8 201~ 2020 2Q~1~02~ 2923~O~42(')25
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah Tahun IPu.sat : Provinsi: Dinas
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

~ingkungan Hidup dan Perumahan
~an Kehutanan, Rakyat.
2. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
p. Pemerintah Pembangunan
~abupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuanzan Daerah.

8) Penyusunan dan kaji ulang
standar kompetensi pelaksana
kegiatan penanganan Sampah Rumah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tang_~a,meliEuti:
ia) Pemilahan Sampah Rumah Tangga Dokumeu/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Idan Sampah Sejenis Sampah Rumah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
rrangga Kementerian IPekerjaan Umum

Lingkungan Hidup klan Perumahan
~an Kehutanan. Rakyat.
~. Pemerintah 2. Pemerintah
~ovinsi : Dinas ~abupaten : Badan
Lingkugan Hidup. lPerencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
~abupaten : Dinas iDaerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

[b) Pengumpulan Sampan Rumah lDokumen/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah ahun IPusat: ~ovinsi : Dinas
~umah Tangga [Kementeria.n Pekerjaan Umum

[Lingkungan Hidup ~an Perumahan
klan Kehutanan. Rakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup KeuanganDaerah,

C) Pengangkutan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah ~un Pusat: Provinsi : Dinas
Rumah Tangga Kementeria.n Pekeriaan Umum
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Lingkungan Hidup dan Peru mahan
~an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
frovinsi: Dinas Kabupaten : Badan
~ingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten: Dinas Daerah, Badan
lLingkungan Hidup Keuangan Daerah,

d) Pengolahan Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah ltahun fusat: fr"ovinsi : Dinas
lRumah Tangga lKementerian fekerjaan Umum

Lingkungan Hidup ~an Peru mahan
~an Kehutanan. lRakyat.
~. Pemerintah ~. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
~ingkungan Hidup !Keuangan Daerah.

~) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
[Fangga dan Sampah Sejenis Sampah ~ahun Pusat: Provinsi : Dinas
lRumah Tangga Kementerian lPekerjaan Umum

~ingkungan Hidup ~an Perumahan
~an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
~ingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten : Dinas Daerah, Badan
lLingkungan Hidup Keuangan Daerah.

~) Menetapkan sistem pe:mantauan
.

~an evaluasi kegiatan penanganan
Sampah Rumah Tangga clan Sampah
~ejenis Sampah Rumah Tangga,
meliputi:
~) Pemilahan Sampah Rumah Tangga Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
~an Sampah Sejenis Sampah Rumah ahun Pusat: Provinsi : Dinas
rrangga Kementerian Pekerjaan Urnurn

Lingkungan Hidup dan Perumahan
dan Kehutanan. Rakyat.
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12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah jpembangunan
Kabupaten : Dinas iDaerah, Badan
Linzkunzan Hiduo Keuanzan Daerah.

fb) Pengumpulan Sampah Rumah Dokumenj - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
n'angga dan Sampah Sejenis Sampah ltahun Pusat: Provinsi : Dinas
lRumahTangga Kementerian Peketjaan Umum

Lingkungan Hidup IdanPerumahan
IdanKehutanan. lRakyat.
2. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas ~abupaten: Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten: Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuanzan Daerah,

Ie) Pengangkutan Sampah Rumah Dokumenj - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
rrangga dan Sampah Sejenis Sampah ahun Pusat: iProvinsi: Dinas
lRumahTangga jKementerian IPeketjaanUmum

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
leianKehutanan. lRakyat.
12. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah iPembangunan
jKabupaten : Dinas ioaerah, Badan
lLingkunganHidup Keuanzan Daerah.

lei)Pengolahan Sampah Rumah Tanggapokumenj - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
IctanSampah Sejenis Sampah Rumah ltahun IJ>usat: Provinsi : Dinas
n'angga jKementerian Peketjaan Umum

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
~an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten : Dinas Daerah, Badan
lLingkune:anHiduo iKeuanganDaerah.

e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Dokumen/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
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rrangga dan Sampah Sejenis Sampah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum

Lingkungan Hidup ~an Perumahan
~an Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
rrovinsi : Dinas Kabupaten: Badan
Lingkugan Hidup. 1Perencanaan dan
~. Pemerintah Pembangunan
iKabupaten : Dinas paerah, Badan
~ingkungan Hidup Keuangan Daerah.

10) Penyusunan pedoman refuse Dokumen/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
definedfuel (RFD) ltahun Pusat: Provinsi : Dinas

Kementerian Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup ~an Perumahan
~an Kehutanan. [Rakyat.
~. Pemerintah 2. Pernerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Linzkunzan Hidup!KeuanganDaerah.

lb. Penguatan 1) Penyusunan keputusan bersama
Ikoordinasi dan Imengenai koordinasi penanganan
Ikeda sama Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Iantara jsejenis Sampah Rumah Tangga
lPemerintah Pusat Idalam:
idengan ia) Penyediaan lahan Dokumerr/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
1Pemerintah tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Ioaerah Kementerian Pekerjaan Umum

lLingkunganHidup ~an Perumahan
klan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
3. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah.
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Ib) Pembinaan pemulung Dokumen Z - - 1 - - - - - 1.Pemerintah 1.Pemerintah
tahun Pusat: Provinsi : Dinas

Kementerian Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup Idan Perumahan
Idan Kehutanan. iRakyat.
12. Pemerintah 12. Pemerintah
Provinsi : Dinas !Kabupaten: Badan
Lingkugan Hidup. lPerencanaan dan
13. Pemerintah lPembangunan
Kabupaten : Dinas Ioaerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

Dinas Sosial.

c) Teknologi penanganan Sampah Dokumen/ - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis tahun Pusat: Provinsi : Dinas
Sampah Rumah Tangga yang meliputi Kementerian Pekerjaan Umum
pemilahan, pengumpulan, Lingkungan Hidup dan Perumahan
pengangkutan, pengolahan, dan Idan Kehutanan. Rakyat.
pemrosesan akhir 2.Pemerintah 2. Pemerintah

Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
lLingkugan Hidup. Perencanaan dan
13. Pemerintah Pembangunan
lKabupaten : Dinas Daerah, Badan
lLingkungan Hidup !Keuangan Daerah,

Ioinas Sosial.
12) Pembangunan dan revitalisasi TPA lunit - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Ikabupaten/ kota Pusat: Provinsi : Dinas

Kementerian lPekerjaan Umum
Lingkungan Hidup kIan Perumahan
Idan Kehutanan, iRakyat.
lKementeria,n 2. Pemerintah
Pekerjaan Umum Kabupaten : Badan
dan Perumahan Perencanaan dan
Rakyat. Pembangunan
2. Pemerintah Daerah, Badan
Provinsi : Dinas Keuangan Daerah,
Lingkugan Hidup. Dinas Sosial.
3.Pemerintah
lKabupaten: Dinas
lLingkungan Hidup
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~) Pembangunan TPAregional IUnit - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
antarkabupaterr/kota Pusat: Provinsi : Dinas

iKementerian Pekerjaan Umum
Lingkungan Hidup IctanPerumahan
~an Kehutanan, Rakyat.
Kementerian ~. Pemerintah
Pekerjaan Umum Kabupaten : Badan
IctanPerumahan Perencanaan dan
~akyat. ~embangunan
~. Pemerintah iDaerah, Badan
Provinsi : Dinas Keuangan Daerah,
Lingkugan Hidup. Dinas Sosial.
p. Pemerintah
iKabupaten : Dinas
lLingkunganHidup

[4) Pembangunan TPAregional antar Unit - - 1 - - - - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
provinsi atau kepentingan strategis ~sat: Provinsi : Dinas
nasional Kementerian Pekerjaan Umum

[LingkunganHidup IctanPerumahan
~an Kehutanan, Rakyat.
iKementerian 12. Pemerintah
Pekerjaan Umum Kabupaten: Badan
~an Perumahan Perencanaan dan
Rakyat. lPembangunan
12. Pemerintah Daerah, Badan
Provinsi : Dinas Keuangan Daerah,
Lingkugan Hidup. Dinas Sosial.
3. Pemerintah
Kabupaten : Dinas
Lingkungan Hidup



"" ,," SEKTOR

!O"
TAHUN

,,,.'.. ",.~;; i,
SEKTORUTAMA PENDUKUNGKE6lJ.t\'KAN11' STRAT:ffiGI PROGRAM S,~TUAf'!" ,."ii .+~'-' P"

ii, "i,£r W~, ~O20202~11~~~22q~3 'iLl gR~5 " ~t'i'i~,,I" "ii iT I,; '1;oi; it),
" "", ".;', ",,%' " 'iji i' .' 2018.,2012. 0'i 'tiJ ~9,g,f ""i

~. Penguatan a) Penguatan konsultasi dan ~ertemuan/ 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
komitmen koordinasi antara: ahun Hidup Kabupaten : Dewan
embaga • eksekutif dan legislatif daerah Perwakilan Rakyat
ekseku tif dan • eksekutif daerah dan eksekutif Republik
egislatif di pusat pusat ndonesia,
~an daerah • legislatif daerah dan legislatif Kementerian
~alam pusat Lingkungan Hidup
penyediaan dan Kehutanan,
anggaran Kementerian
[penanganan Pekerjaan Umum
Sarnpah Rumah dan Perumahan
[rangga dan Rakyat.
Sampah Sejenis 2. Pemerintah
Sampah Rumah Kabupaten: Dewan
[rapgga Perwakilan Rakyat

Daerah, Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang, Dina,s
Perumahan dan
lKawasan
Pemukiman

~. Peningkatan a) Advokasi, bimbingan teknis, Kegiatari/ 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah pusat
kapasitas pelatihan, sosialisasi kepada tahun Hidup Kabupaten : Kementerian
kepernlmpin an, instansi Pemerintah Lingkungan Hidup
kelembaga- an, ~an Kehutanan,
~an sumber daya lKementerian
manusia Pekerjaan Umum
[penanganan ~an Perumahan
Sampah Rumah Rakyat.
[l'anggadan 2.Pemerintah
Sampah Sejenis Kabupaten : Tim
Sampah Rumah Penggerak
[l'angga Pembinaan

Kesejahteraan
Keluarga, Dinas
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Pem berdayaan
~asyarakat Desa,
Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah

b) Advokasi, bimbingan teknis, kegiatarr/ 3 3 3 3 3 3 3 3 Dinas Lingkungan LPemerintah pusat
pelatihan, sosialisasi kepada tahun Hidup Kabupaten : Kementerian
masyarakat Lingkungan Hidup

klan Kehutanan,
[Kementerian
!pekeIjaan Umum
~an Perumahan
Rakyat.
2.Pemerintah
Kabupaten : Tim
Penggerak
Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga, Badan
iPerencanaan dan
Pembangunan
inaerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Pernberdayaan
Masyarakat Desa,
Dinas
iPerindustrian dan
iPerdagangan

c) Pembangunan TPST Unit/kecamat - - - 1 - 1 - 1 LPemerintah l.Pemerintah
an pusat: Kabupaten : Badan

Kementeria,n Perencanaan dan
Lingkungan Hidup Pembangunan
dan Kehutanan, Daerah, Badan
Kementeria,n Keuangan Daerah,
Pekerjaan Umum Dinas
dan Perumahan jpemberdayaa.n
Rakyat. Masyarakat Desa,
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epala desa

d) Pembangunan TPS3R Unit/kecamat 1 1 1 1 1 1 1 1 1.Pemerintah
an abupaten : Badan

Kementerian Perencanaan dan
ingkungan Hidu p Pembangunan
an Kehutanan, Daerah, Badan
ementerian Keuangan Daerah,
ekerjaan Umum Dinas
an Perumahan Pemberdayaan

Rakyat. asyarakat Desa,
.Pemerintah epala desa

Provinsi : Dinas
Lingkungan
Hidup, Dinas
Pekerjaan Umum
an Tata Ruang.

3.Pemerinmh
abupaten : Dinas

Lin kun an Hidu
e) Pernbangunan lubang biopori Unitj'kawasa 10 15 20 10 10 10 LPemerintah 1.Pemerintah
untuk kawasan perkantoran dan n Kabupaten : Badan
kawasan tertentu lainnya Kementerian Perencanaan dan

Lingkungan Hidup Pembangunan
an Kehutanan, Daerah, Badan

Kementerian Keuangan Daerah,
ekerjaan Umum Dinas
an Perumahan Pemberdayaan
Rakyat. Masyarakat
2.Pemerintah esa,Camat,Lurah
ovinsi : Dinas epala desa
ingkungan
idu ,Dinas
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Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang.
3.Pernerinmh
Kabupaten : Dinas
iLingkungan Hidup

f) Pembangunan TPAuntuk daerah Unit - - 1 - - - - - 1.Pernerintah 1.Pernerintah
yang tidalkdapat diakses oleh lPusat: IKabupaten : Badan
transportasi darat. Kernenterian Perencanaan dan

Lingkungan Hidup Pembangunan
klan Kehutanan, Daerah, Badan
!Kernenterian !KeuanganDaerah,
Pekerjaan Urnurn toinas
klan Perumahan Pemberdayaan
Rakyat. Masyarakat Desa,
2.Pemerinta.h Ikepaladesa
Provinsi: Dinas
Lingkungan
Hidup, Dinas
Pekerjaan Umum
kianTata Ruang.
3.Pemerinmh
Kabupaten : Dinas
ILingkunganHidup

g) Peningkatan saran a dan prasarana l.Pemerinmh l.Pemerintah
pengangkutan persampahan lPusat: Kabupaten: Badan
• Arm Roll Kementerian Perencanaan dan
• Dump Truck Lingkungan Hidup Pembangunan
• Kontainer sampah Unit - - 2 2 2 3 1 1 klan Kehutanan, Daerah, Badan

Unit - - 3 4 2 1 1 - Kementerian Keuangan Daerah,
Unit - - 7 7 7 8 4 - lPekeIjaan Umum lDinas

klan Perumahan lPemberdayaan
Rakyat. Masyarakat Desa,
12.Pemerintah Ikepaladesa
Provinsi : Dinas
iLingkungan
Hidup, Dinas
Pekerjaan Urnurn
kianTata Ruang.
3.Pemerintah
Kabupaten : Dinas
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lLingkunganHidup

h) Peningkatan Sarana dan 1.Pemerintah 1.Pemerintah
Prasarana TPA lPusat: jKabupaten : Badan
• Bulldozer Unit - - 1 - - - - - Kementeria,n Perencanaan dan
• PDU Paket - - 1 - - - - - Lingkungan Hidup Pembangunan

dan Kehutanan, Daerah, Badan
Kementerian Keuangan Daerah.
Pekerjaan Umum
!dan Perumahan
lRakyat.
2.Pemerintah
Provinsi : Dinas
Lingkungan
lHidup,Dinas
Pekerjaan Umum
!danTata Ruang.
I3.Pemerint;ili
Kabupaten: Dinas
Lingkungan Hidup

i) Peningkatan Jumlah Personel Dinas Lingkungan 1.Pemerintah
PengelolaanPersampahan Hidup Kabupaten Kabupaten : Badan
• Arm Roll Perencanaan dan
• Dump Truck Orang - - 4 4 4 6 2 2 Pembangunan
• Bulldozer Orang - - 18 24 12 6 6 - Daerah, Badan
• PDU Orang - - 1 - - - - - Keuangan Daerah.

Orang - - 10 - - - - -
~. Pembentukan Pembentukan basis data dan 1 kegiatari/ - - - - - - 1 - 1.Pemerintah LPemerintah
sistem informasi pemetaan sistern pengelolaan dokumen tpusat: lKabupaten : Badan

persampahan kabupaten yang lKementeria,n Perencanaan dan
terintegrasi dengan dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan
informasi kinerja pengelolaan klan Kehutanan, Daerah, Badan
lingkungan hidup kabupaten Kementeria,n Keuangan Daerah.

Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat.
2.Pemerintah
Provinsi : Dinas
Lingkungan
Hidup, Dinas
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Pekerjaan Umum
~an Tata Ruang.
3.Pemerintah
Kabupaten : Dinas
Lingkungan Hidup

~. Penguatan a) pengembangan kegiatan Kegiatany - - 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan 1.Pemerintah
Iketerlibatan pendauran ulang dan pemanfaatan tahun Hidup Kabupaten Pusat:Kementerian
ImCl-syarakat kern bali sampah rumah tangga dan lLingkungan Hidup
melalui KIE sampah sejenis sampah rumah klan Kehutanan

tangga skala rumah tangga dan 2.Pemerintah
skala permukiman berbasis Kabupaten : Tim
masyarakat Penggerak

Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga,Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah, dan
Kepala Desa

b) Pengembangan Kegiatan Kegiatarr/ - - 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingkungan l.Pemerintah
pendauran ulang dan pemanfaatan tahun Hidup Kabupaten Pusat:Kementerian
kern bali Sampah Rumah Tangga Lingkungan Hidup
dan Sampah Sejenis Sampah IclanKehutanan
Rumah Tangga skala rumah I2.Pemerintah
tangga dan skala permukiman Kabupaten : Tim
berbasis kawasan Penggerak

Pembinaan
Kesejah teraan
Ke1uarga ,Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuanzan Daerah,
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Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Lurah, dan
Kepala Desa

c) Pelaksanaan kegiatan penanganan Kegiatari/ - - - - 1 1 1 1 Dinas Lingkungan lPemerintah
sampah organik skala rumah tahun Hidup Kabupaten IPusat:Kementerian
tangga dengan cara pembangunan Lingkungan Hidup
lubang biopori. ~an Kehutanan

2.Pemerintah
Kabupaten : Tim
Penggerak
Pembinaan
Kesejahteraan
Keluarga .Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
iPemberdayaan
iMasyarakat Desa,
Camat, Luran,dan
Kepala Desa

d) Peningkatan kemauan membayar Kecamatan 1 1 1 1 1 1 1 3 Dinas Lingkungan lPernerintah
(willingness to pay) masyarakat Hidup Kabupaten Pusat:Kementerian
untuk membayar jasa layanan Lingkungan Hidup
pengelolaan Sampah Rumah ~an Kehutanan
Tangga dan sampah Sejenis 2.Pemerintah
sampah Rumah Tangga Kabupaten : Badan

Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Camat, Luran, dan
Kepala Desa
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g. Penerapan 1) Kerja sarna Pemerintah dengan
~an lBadan Usaha (KPBU)melalui:
pengembangan Ia) Peningkatan penyertaan modal Perusahaan Kementeria,n 1.Pemerintah
skema investasi, lBadan Usaha Milik Negara dalam iBadan Usaba Milikfusat:Kementerian
pperasional, dan tpenanganan Sampah Rumah Tangga Negara Lingkungan Hidup
perneliharaan klan Sampah Sejenis Sampah Rumah klan Kehutanan

h'angga yang meliputi pemilahan, 2.Pemerin tah
jpengumpulan, pengangkutan, dan Kabupaten : Badan
tpemrosesan akhir Perencanaan dan

Pembangunan
Daerah, Badan
lKeuangan
ioaerah,Dinas
Lingkungan Hidup

Ib) Penerapan skema insentif atau lPerusahaan Kementeria,n l.Pemerintah
Ikredit lunak yang berinvestasi dalam Badan Usaba MilikPusat:Kementerian
jpembangunan dan operasionalisasi iNegara Lingkungan Hidup
~PA dan Intermediate Treatment !dan Kehutanan
lFacilities (ITF) 12.Pemerintah

iKabupaten : Badan
lPerencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan
Daerah.Dinas
Lingkungan Hidup

12) Peningkatan peran dunia usaha Pelaku Usaha l.Pemerint~ l.Pemerintah
lmelalui tanggung jawab sosial dan Pusat.Kementerian iKabupaten: Dinas
ingkungan untuk penanganan Lingkungan Hidup Sosial
Sampah Rumah Tangga clan Sampah klan Kehutanan
Sejenis Sampah Rumah Tangga 2.Pemerintah

Kabupaten:
Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah.Dinas
Linzkunzan Hidup

h. Penguatan 1) Peningkatan kapasitas aparat orang - - - - 1 1 1 1 lPemerintah l.Pemerintah Pusat
penegakan tpenegak hukum dalam penanganan Pu sat: Kementerian : Kepolisian
hukum Sampah Rumah Tanzza dan Sampah Lingkungan Hidup Republik
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Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Kehutanan ndonesia,
antara lain Penyidik PegawaiNegeri 2.PemerintM Kejaksaan,
Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Provinsi:Dinas 2.Pemerintah
!Hidup,Satuan PolisiPamong Praia, Lingkungan Hidup Kabupaten:Badan
.aksa polisi, pegawai pada Dinas 3.Pemerintah Perencanaan dan
[Perhubungan di wilayah provinsi dan Kabupaten: Dinas Pembangunan,
~abupaten/kota, mulai dari Lingkungan Dinas Keuangan
pengangkutan, pengolahan, dan Hidup.Satuan Daerah.
lPemrosesan akhir Polisi Pamong

Praja.Dinas
Perhubungan

2) Pengawasan terhadap ketaatan Kabupaten Dinas Lingkungan 1.Pemerintah
ktalampelaksanaan operasional Hidup Kabupaten Pusat:Kementerian
tpenapganan Sampah Rumah Tangga Lingkungan Hidup
klan $ampah Sejenis Sampah Rumah klan
~angga untuk kegiatan pengangkutan, Kehutanan,Kement
tpengolahan, dan pemrosesan akhir erian Hukum dan

HakAzasi
Manusia.
2.Pemerintah
Provinsi:Dinas
jLingkunganHidup

Penguatan Pengintegrasian pengurusan izin Kabupaten 1.PemerintM LPemerintah
Iketerlibatan lPenanganan Sampah Rumah Tangga IPusat:Kem~nterianKabupaten : Badan
ktup.iausaha Idan$ampah Sejenis Sampah Rurnah lLingkunganHidup Perencanaan
ktalam trangga ke da.lamlembaga perizinan kianKehutanan. Pembangunan
tpepanganan erpadu satu pintu yang meliputi 2.Pemerintah Daerah.
Sampah Rumah Ikegiatanpemilahan, pengumpulan, Provinsi:Dinas
trangga dan jpengliiIlgkutan, Lingkungan
Sampah Sejenis tpengolahan, dan pemrosesan akhir di Hidup.
Sarnpah Rumah seluruh kabupateri/ kota 3.PemerintM
~apgga Kabupaten;Dinas
melalui Lingkungan
kemitraan Hidup.Dinas
klepgan Penanaman Modal
Pemerintah Pusat Pelayanan
atau Pemerintah Terpadu Satu
Daerah Pintu
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Penerapan 1) Pelaksanaan diseminaai informasi Kabupaten 1. Pemerintah 1. Pemerintah

eknologi eknologi penanganan Sampah fusat: Provinsi : Dinas
penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Kementerian Pekerjaan Umum
Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga yang tepat lLingkungan Hidup Idan Peru mahan
Tangga dan guna yang meliputi pemilahan, ~an Kehutanan. ~akyat.
Sampah Sejenis pengumpulan, pengangkutan, ~. Pemerintah ~. Pemerintah
Sampah Rumah pengolahan, dan pemrosesan akhir Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
~anggayang Lingkugan Hidup. Perencanaan dan
Iramah ~. Pemerintah lPembangunan
I1ingkungan dan lKabupaten : Dinas iDaerah, Badan
epat guna jLingkungan Hidup Keuangan Daerah,

jBadan Penelitian
Idan Pengembangan
Daerah.Dinas
Komunikasi dan
nformatika

2) Penelitian dan pengembangan Kabupaten - - - - - 1 - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
eknologi penanganan Sampah Pusat: Provinsi : Dinas
~umah Tangga dan Sampah Sejenis lKementerian Pekerjaan Umum
tsampah Rumah Tangga yang tepat Lingkungan Hidup !dan Peru mahan
~na yang meliputi pemilahan, !dan Kehutanan. ~akyat.
pengumpulan, pengangkutan, ~. Pemerintah ~. Pemerintah
pengolahan, dan pemrosesan akhir lProvinsi : Dinas iKabupaten : Badan

iLingkugan Hidup. Perencanaan dan
~. Pemerintah Pembangunan
lKabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup iKeuangan Daerah,

jBadan Penelitian
Idan Pengembangan
Daerah.

Ia) Pembangunan pembangkit listrik Dokumen - - - - - 1 - - 1. Pemerintah 1. Pemerintah
jberbasis sampah melalui teknologi IJ>usat: Provinsi : Dinas
ermal Kementerian jPekeIjaan Umum

~ingkungan Hidup !dan Peru mahan
klan Kehutanan. Rakyat.
~. Pemerin tah ~. Pemerintah
!Provinsi : Dinas Kabupaten : Badan
lLingkugan Hidup. Perencanaan dan
p. Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
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Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,
iBadan Penelitian
Idan Pengembangan
Daerah.

ic) Pemanfaatan sampah menjadi Kabupaten
Ibahan bakar substitusi untuk industri
semen atau RDF

Ib) Penangkapan dan pemanfaatan
fgasmetana menjadi sumber energi
Ilistrik di TPA

'.' .

Kabupaten 1. Pemerintah 1. Pemerintah
Pusat : Provinsi : Dinas
Kementerian Peketjaan Umum
II--ingkunganHidup lcIanPerumahan
!dan ~akyat.
~ehutanan,Kemen 12. Pemerintah
erian Energi dan Kabupaten: Badan
~umber Daya Perencanaan dan
Mineral, Pembangunan
Kementerian iDaerah, Badan
lPeketjaan Umum Keuangan Daerah,
klan Perumahan iBadan Penelitian
Rakyat. Idan Pengembangan
2. Pemerintah Daerah.
Provinsi : Dinas
Lingkugan
lHidup,Dinas
Energi dan
Sumber Daya
Mineral.
3. Pemerintah
Kabupaten: Dinas
Linzkunzan Hidup
1. Pemerintah 1. Pernerintah
Pusat : Provinsi : Dinas
lKementeri~ Peketjaan Umum
iLingkungan Hidu p lcIanPerumahan
!dan Kehutanan, Rakyat.
~ementeri~ 2. Pemerintah
lPeketjaan Umum Kabupaten: Badan
klan Perumahan Perencanaan dan
Rakyat. Pembangunan
12. Pemerintah Daerah, Badan
lProvinsi : Dinas Keuangan Daerah,
Lingkugan Hidup. Badan Penelitian
3. Pemerintah dan Pengembangan
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Kabupaten: Dinas Daerah.
Lingkungan Hidup

14) Penerapan teknologi pemilahan, Kabupaten 1. Pemerintah 1. Pemerintah
jPengumpulan, pengolahan, dan Pusat: ~ovinsi : Dinas
pemrosesan akhir yang ramah Kementerian Pekerjaan Umum
ingkungan menjadi energi terbarukan Lingkungan Hidup ictanPerumahan

dan Kehutanan. Rakyat.
2. Pemerintah 2. Pemerintah
Provinsi : Dinas Kabupaten: Badan
Lingkugan Hidup. lPerencanaan dan
3.Pemerintah Pembangunan
Kabupaten : Dinas Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Keuangan Daerah,

lBadanPenelitian
IctanPengembangan
Daerah.

11<. Penerapan 1)Pernbentukan mekanisme dan Dokumen - - - - - - 1 1 Dinas Lingkungan lPernerintah
ictanpengembang sistem insentif dan disinsentif untuk Hidup Kabupaten pusat: KementerianIan sistem insentil lPenanganan Sampah Rurnah Tangga lLingkunganHidup
Ictandisinsentif ictanSampah Sejenis Sampah Rumah ictanKehutanan.
ictalam ~angga yang meliputi pemilahan, j2.Pemerintah
tpenanganan pengumpulan, pengangkutan, Kabupaten : Badan
Sampah Rumah tpengolahan, dan pemrosesan akhir Perencanaan dan
~angga dan Pembangunan
Sampah Sejenis iDaerah,Badan
Sampah Rumah !KeuanganDaerah,
~angga 12)Pembentukan dan penerapan Kabupaten lOinas Lingkungan 1.Pemerintah

sistem insentif untuk penanganan Hidup Kabupaten pusat: Kementerian
Sampah Rumah Tangga dan Sampah ILingkunganHidup
isejenis Sampah Rumah Tangga IctanKehutanan.
iberbasis masyarakat. 2.Pemerintah

lKabupaten : Badan
Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah, Badan
Keuangan Daerah,

3) Pembentukan dan penerapan Kabupaten Dinas Lingkungan LPemerintah
sistem disinsentif bagi Hidup Kabupaten tpusat: Kementerian
kabupaterr/kota yang tidak Lingkungan Hidup
melakukan penanganan Sampah ictanKehutanan.
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Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 2.Pemerintah
Sampah Rumah Tangga berbasis Kabupaten : Badan
masyarakat. Perencanaan dan

~

LAH DITELITI t ~BENARANNYA Pembangunan
Daerah, Badan

jbI& HukwD Dan Pe ~dang •Undangan !KeuanganDaerah.14) Pembentukan dan penerapan Kawasan 1.Pemerintah LPemerintah
sistem insentif untuk pengelolaan Kabupaten :Dinas lPusat: Kementerian
Sampah Rurnah Tangga dan Sampah Lingkungan Lingkungan Hidup
Sejenis Sampah Rumah Tangga Hidup.Dinas klanKehutanan,

MOHD.IDR
jberbasis kawasan melalui kegiatan lKawasan 2.PemerintahS, SH.,MH pemilahan, pengumpulan, dan Perumahan dan ~abupaten : Badan

Pembina 1K I (IV fbI pengangku tan. lPemukiman Perencanaan dan
NIP. 19700323 2002121004 Pembangunan

Daerah, Badan
Keuanzan Daerah.

5) Pembentukan dan penerapan Kawasan 1.Pemerintah 1.Pemerintah
sistem disinsentif bagi pengelola Kabupaten :Dinas pusat: Kementerian
kawasan yang tidak melakukan Lingkungan Lingkungan Hidup
pengelolaan Sampah Rumah Tangga Hidup.Dinas dan Kehutanan,
letanSampah Sejenis Sampah Rumah Kawasan 2.Pemerintah
~angga berbasis kawasan mela1ui Perumahan dan Kabupaten : Badan
[kegiatanpemilahan, pengumpulan, Pemukiman iPerencanaan dan
letanpengangkutan Pembangunan

Daerah, Badan
!KeuanganDaerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH CBuPATI TANJ G JABUNG TIMUR,KABUPATEN TAJUNG JABUNG TIMU~R:.:_ ~

•• n~LAH DITEUTI KEBENARAm,)'A

SAPRIL H. ROMI HARIYANTO


